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TENTANG

PEMBEBASAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a.

Mengingat

—

KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,

bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
perizinan dan non perizinan, DPMPTSP tidak dibebani
target penerimaan retribusi;

bahwa wuntuk menindaklanjuti ketentuan pasal 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar perlu dibebaskan dari target
penerimaan retribusi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Tentang Pembebasan  Target
Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gianyar;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Menetapkan :

KESATU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan Pembrantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Membebaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar dari target
penerimaan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Gianyar.



KEDUA : Penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi
izin mendirikan bangunan dan izin tempat penjualan
minuman beralkohol yang diterima oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gianyar tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2020

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth : 1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar

Wakil Bupati Gianyar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

Inspektur Kabupaten Gianyar.

Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
Arsip.
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